SALINAN

WALIKOTA BANDA ACEH

PERATURAN WALIKOTA BANDA ACEH
NOMOR 32 TAHUN 2018

TENTANG

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PADA DINAS KOMUNIKASI,
INFORMATIKA DAN STATISTIK KOTA BANDA ACEH

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

Menimbang

Mengingat

—_

WALIKOTA BANDA ACEH,

bahwa dalam rangka pelaksanaan pengawasan terhadap
penyelenggaraan urusan pemerintahan di Kota Banda Aceh
dan untuk peningkatan Kinerja Layanan di bidang Teknologi
Informasi, Komunikasi dan Satistik maka perlu menyusun
Standar Operasional Prosedur pada Dinas Komunikasi,
Informatika dan Statistik Kota Banda Aceh; dan

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a perlu menetapkan dalam suatu Peraturan
Walikota.

Undang-Undang Nomor 8 (Drt) Tahun 1956 tentang
Pembentukan Daerah Otonom Kota-Kota Besar Dalam
Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 59, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997
Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3683);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan
Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor
62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4633);

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan
Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor
4843);

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan
Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 48406);
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Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan
Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009
Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5038);

Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi
Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5214);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan
Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1983 tentang Perubahan
Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Banda Aceh
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 5,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3247);

Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan  Statistik (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1999 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3854);

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 Tahun
2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun
2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);

Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 Penyelenggaraan
Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2012 Nomor 189, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5348);

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2012 Nomor 189, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5348);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2010 tentang
Pedoman Pengelolaan dan Pelayanan Informasi dan
Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan
Pemerintahan Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang
Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008
tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan
Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;

18. Peraturan ...



Menetapkan

18. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 10
Tahun 2015 tentang Tata Cara Pendaftaran Sistem Elektronik
Instansi Penyelenggara Negara (Berita Negara RI tahun 2015
Nomor 321);

19. Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pelayanan Publik
(Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2008
Nomor 08);

20. Qanun Kota Banda Aceh Nomor 11 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banda
Aceh (Lembaran Daerah Kota Banda Aceh Tahun 2016 Nomor
11).

21. Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 54 Tahun 2016 tentang
Susunan, kedudukan, tugas, fungsi, kewenangan dan tata kerja
Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Banda Aceh
(Berita Daerah Kota Banda Aceh Tahun 2016 Nomor 54).

MEMUTUSKAN :

PERATURAN WALIKOTA BANDA ACEH TENTANG STANDAR
OPERASIONAL PROSEDUR PADA DINAS KOMUNIKASI,
INFORMATIKA DAN STATISTIK KOTA BANDA ACEH

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

S

o

Kota adalah Kota Banda Aceh;

Walikota adalah Walikota Banda Aceh;

Wakil Walikota adalah Wakil Walikota Banda Aceh;

Sekretaris Daerah yang selanjudnya disebut SEKDA adalah
Sekretaris Daerah Kota Banda Aceh;

Satuan Kerja Perangkat Daerah Daerah yang selanjutnya
disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di
lingkungan Pemerintah Kota Banda Aceh.

Badan Pusat Statistik Kota Banda Aceh yang selanjutnya
disingkat BPS adalah instansi vertikal yang bertugas di bidang
statistik, yang secara struktural bertanggungjawab langsung
kepada Presiden Republik Indonesia dan memiliki kantor
perwakilan di Kota Banda Aceh.

Badan Informasi Geospasial yang selanjutnya disingkat BIG
adalah lembaga pemerintah non kementerian Indonesia yang
bertugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang Informasi
Geospasial.

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya
disebut Bappeda adalah Badan Perencanaan Pembangunan
Daerah Kota Banda Aceh.
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Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik yang selanjutnya
disebut Diskominfotik adalah Dinas Komunikasi, Informatika
dan Statistik Kota Banda Aceh.

Komisi Informasi adalah lembaga mandiri yang berfungsi
menjalankan Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 Tentang
Keterbukaan Informasi Publik dan peraturan pelaksanaannya,
menetapkan petunjuk teknis standar layanan informasi publik
dan menyelesaikan sengketa informasi publik melalui mediasi
dan/atau ajudikasi nonlitigasi.

Data adalah catatan atas kumpulan fakta atau deskripsi dari
sesuatu/kejadian/kenyataan yang dihadapi berupa angka,
karakter, simbol, gambar, peta, tanda, isyarat, tulisan, suara dan
bunyi, yang merepresentasikan keadaan sebenarnya atau
menunjukkan suatu ide, objek, kondisi atau situasi.

Produsen Data adalah unit pada SKPD yang memiliki tugas
pokok, fungsi atau kewenangan menurut peraturan perundang-
undangan dalam penyusunan, pengumpulan, dan/atau
pengolahan Data.

Walidata adalah wunit/pejabat pada SKPD yang bertugas

menyelenggarakan pengelolaan dan penyebarluasan
Data.
Pembina Data adalah Kementerian/Lembaga yang

memiliki kewenangan untuk melakukan pembinaan bagi
pengembangan dan pembakuan Standar Data dan
Metadata jenis tertentu.

Pengguna Data adalah SKPD, perseorangan, kelompok orang,
atau badan hukum yang menggunakan Data.

Standar Pengelolaan Data adalah standar yang mendasari data
tertentu dalam hal metodologi yang meliputi konsep, definisi,
cakupan, klasifikasi, ukuran, satuan dan asumsi.

Metadata adalah informasi dari suatu data dalam format dan
struktur  yang distandarisasi untuk menggambarkan,
menjelaskan, menempatkan atau memudahkan cara untuk
mencari, menggunakan atau mengelola informasi dari data yang
bersangkutan.

Sistem dan Prosedur Pengelolaan Data adalah suatu kegiatan
yang meliputi proses perencanaan, pengumpulan, pengolahan,
verifikasi dan validasi, diseminasi dan analisis data.

Proses Kliring Data adalah proses yang memastikan telah
terlaksananya verifikasi dan validasi data sebelum Pengumuman
Data.

Pengumuman Data adalah diseminasi data yang telah melalui
proses kliring data dan dilakukan oleh Unit Data dan Informasi
SKPD atau pihak terkait dengan data yang bersangkutan melalui
publikasi cetak, elektronik dan atau Portal Data.

Keterbukaan Data adalah data yang dapat diakses dan
digunakan secara bebas serta dipublikasi ulang kepada siapapun
dengan keharusan menyebutkan siapa penciptanya dan berbagi
dengan lisensi yang sama.

Daftar Kebutuhan Data adalah kumpulan data atau dokumen di
Kota yang berasal dari SKPD yang akan dimanfaatkan oleh
Bappeda dalam melaksanakan perencanaan dan penganggaran
pembangunan.
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. Portal Data adalah media integrasi berbagai sumber data yang
disajikan melalui internet dan sistem informasi eksekutif yang
menjadi solusi efektif dan efisien dalam pengelompokan dan/atau
pengumpulan data ;dan

Standar Operasional Prosedur yang selanjutnya disebut SOP
adalah pedoman bagi organisasi pemerintah dan aparatur
pemerintah sebagai penunjang penyelenggaraan aktifitas
dilingkungan pemerintahan sesuai dengan aturan dan
kewenangan yang berlaku.

Pasal 2

Maksud penyusunan SOP adalah sebagai pedoman bagi prosedur
sistem satu data Kota dalam melaksanakan pengelolaan data di
lingkungan Pemerintah Kota.

Pasal 3

Tujuan SOP adalah :

a.

b.

tersedianya satu basis data pembangunan yang akurat, terbuka,
terpusat dan terintegrasi;

menghasilkan analisis kebijakan pembangunan yang tepat,
aktual, bermutu dan akuntabel bagi Pemerintah Kota dan
pemangku kepentingan;

. menghasilkan perencanaan pembangunan secara terukur dan

komprehensif;
mewujudkan pengendalian, monitoring, evaluasi dan pelaporan
pembangunan yang terpercaya; dan

. memenuhi hak publik, menumbuhkan inovasi dan peran serta

masyarakat dengan memanfaatkan keterbukaan data.

BAB II
RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup SOP Diskominfotik terdiri dari:
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SOP Sistem Satu Data;

SOP Pembangunan Sistem Informasi;

SOP Perbaikan Jaringan interkoneksi;

SOP Pemasangan Jaringan interkoneksi;

SOP Penyimpanan Data Elektronik;

SOP Layanan Pengunduhan Aplikasi Android;
SOP Layanan Pengaduan;

SOP Pelayanan Permohonan Informasi Publik;
SOP Penyusunan dan Pengumuman Daftar Informasi Publik;
SOP Uji Konsekuensi;

SOP Pengajuan Keberatan Informasi Publik.

Bab ...



BAB III
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
Pasal 5
Dengan Peraturan Walikota ini ditetapkan SOP Diskominfotik Kota.

Pasal 6

SOP Diskominfotik Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal
tercantum dalam lampiran yang merupakan Dbagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 7
Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan

Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Kota Banda Aceh.

Ditetapkan di Banda Aceh
pada tanggal 10 Juli 2018 M
26 Syawal 1439 H

WALIKOTA BANDA ACEH,
CAP/DTO

AMINULLAH USMAN

Diundangkan di Banda Aceh
pada tanggal 10 Juli 2018 M

26 Syawal 1439 H

SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDA ACEH,

CAP/DTO

BAHAGIA

BERITA DAERAH KOTA BANDA ACEH TAHUN 2018 NOMOR 32

f

NIP. 19680824 199903 1 004





